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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut : 

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran krusial dalam mencegah 

praktik investasi ilegal yang berbasis digital dengan menjalankan fungsi 

regulasi, pengawasan, pendidikan, dan koordinasi antar lembaga. Peran ini 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan 

Sektor Keuangan, serta berbagai Peraturan OJK yang berkaitan dengan 

pengelolaan inovasi teknologi dalam sektor keuangan dan perdagangan aset 

digital. Dalam pelaksanaannya, OJK mengawasi legalitas penyelenggara jasa 

keuangan digital, memantau aktifitas investasi yang berlangsung di platform 

digital, memberikan pendidikan dan literasi keuangan kepada masyarakat, 

serta bekerja sama dengan Satgas PASTI untuk menghentikan kegiatan 

keuangan yang ilegal. Namun, efektivitas dalam mencegah investasi ilegal 

masih menghadapi banyak tantangan, seperti kemajuan teknologi yang cepat, 

rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat, dan terbatasnya 

wewenang OJK dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku investasi 

ilegal. 

2. Perlindungan bagi konsumen yang terlibat dalam investasi berbasis digital 

telah diatur dalam sejumlah regulasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kewajiban perlindungan 

ini diberikan dalam bentuk tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif 

mencakup pengawasan, pendidikan, peningkatan pengetahuan keuangan, serta 

penyediaan informasi yang jelas bagi masyarakat. Di sisi lain, tindakan 

represif mencakup mekanisme pengaduan konsumen, penyelesaian konflik, 

penjatuhan sanksi administratif, serta penegakan hukum terhadap aktor yang 

melakukan investasi ilegal. Meskipun sudah ada perlindungan hukum, 

kenyataannya belum sepenuhnya efetif karena masih ada individu yang 

menjadi korban investasi ilegal disebabkan kurangnya pemahaman mengenai 

risiko investasi digital dan maraknya informasi salah di platform digital. Oleh 

karena itu, perlu adanya kolaborasi antara regulator, pelaku bisnis, aparat 

penegak hukum, serta masyarakat untuk mencapai perlindungan konsumen 

yang lebih baik di era keuangan digital. 

B. Saran 

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan perlu terus meningkatkan efektivitas 

pengawasan terhadap aktivitas investasi digital dengan memanfaatkan 

teknologi pengawasan yang lebih modern dan memperkuat koordinasi dengan 

Satgas PASTI, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta aparat penegak 

hukum. Selain itu, OJK perlu memperluas program edukasi dan literasi 

keuangan digital kepada masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri investasi 



66 

 

 

 

ilegal sejak dini. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih platform 

investasi digital dengan selalu memeriksa legalitas penyelenggara melalui 

situs resmi OJK dan tidak mudah tergiur oleh tawaran keuntungan yang tidak 

wajar. Peningkatan literasi keuangan dan kesadaran hukum menjadi faktor 

penting untuk mencegah terjadinya kerugian akibat investasi ilegal berbasis 

digital. 
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